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Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Langkah Aksi Indikator Target Kinerja o Anggaran
TW I TW I TW III TW IV (Rp.)
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data
5 | 02102| 103|Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Dacrah Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan 12 Dokumen 242,147,312
dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait i
103| 01 |Koordinasi dan Pengelolaan Kas Dacrah Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan 2
Pi|102)102 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 28 « 3 48 Persen 242,147,312
s | 02]02|103|09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7 7 Laporan 338,069,980
Tersedianya Rancangan Peraturan Dacrah tentang
' ] Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan
5 | 02|02]| 104|Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang 2 Dokumen 584,800,270
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuan Tersedianya Kebjjakan dan Panduan Teknis ,
5 |02{02{104|04)5 L h Da[:omh ¢ B g2 Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah 1 Dokumen 234,772,145
Daerah
WKoordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
s | 02]02]104] 05 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan APBD Provinsi
s | 02102 104] 00 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan 25 25
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Dacrah Keuangan Khusus
s | 02102l 104] 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Tersedianya Analisis Perenc dan Penyaluran
Provinsi Bantuan Keuangan
5 | 02 02| 105|Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak
5 | 02 ]02| 105] 08| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implémenm,si
5 | 02|02] 105| 09|Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sistem Informasi Pemerintah Dacrah Lingkup i
Keuangan Dacrah e ;
Terlaksananya Implementasi dan Pem
5 | 02]02] 105 10|Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sistem Informasi Pex uerjntahj.vDaerg_l_m.
L - Pl
s | 02102] 106 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Dacrah
Lingkup Keuangan Daerah
s | 02| 02| 106] 02| mPiementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah
5 | 02|03 |Progr Pengelol Barang Milik Daerah
5 | 02| 03| 101 |Pengelolaan Barang Milik Daerah
5 | 02|03]|101|01|Penyusunan Standar Harga
5 | 02]03| 101|03|Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
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Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Langkah Aksi Indikator Target Kinerja - Anggaran
TW I TW II TW II TW IV Faan (Rp.)
02 03| 101 |04 |Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1,626.607,159 r
2 > *
02 (03] 101 06 |Inventarisasi Barang Milik Dacrah Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 301,499,458
il 2
o Terlaksananya Pen, dan Pengendali
02 |03({101|07|Pengamanan Barang Milik Daerah Y gawasan ge an
& - Pengelolaan Barang Milik Daerah L Laporan 159,299,640
" -~ Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan,
02| 03| 101 | 08 |Penilaian Barang Milik Daerah Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 1 1 Dokumen 109,224,710
Penghapusan Barang Milik Daerah
0203|101 09 |Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka
> g s & Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ! L Laporan 120,154,806
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,
02103[101(10}, Penghapusan Barang Milik Daerah ' Tersusunnya Laporan Barang Milik Dacrah 1 2 2 2 Laporan 107,999,235
ok o Persentase Dokumen Ranperda APBD
02|03|101| 11 {Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah BS Persel
& ¥ = & Kabupaten/Kota yang dievaluasi 20 50 5
ot Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti
02{03{101| 12|Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 91,66
o -5 £ hasil evaluasi Ranperda APBD % &
2. |Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD o Ranperda Kab
Kabupaten/Kota yang dievaluasi / Kota
Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti 50 50 Persen
hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan ; 55.871
Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2 2 993> "87_
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan 6
Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
02 |02|Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola 25 25 25
Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan e 55
. Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota B 1
02| 02| 102|Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 1
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota |-
Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan N =
; rah tentan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rl
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Dac e
02 02| 102| 02|dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan £
02 [02|102| 03|Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
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